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BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 38 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 19
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu
ditindak lanjuti terhadap keberadaan menara
telekomunikasi di Kabupaten Ogan Ilir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam
huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3501);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir
di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347)
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10.

11.

15.

14.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten
Ogan llir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2007 Nomor Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 21
Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 21 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 14
Tahun 2009 tentang Pembinaan Retribusi Perizinan
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2009 Nomor 14 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan llir Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran
Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12).
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

8.

Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.

Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.

Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Ogan Ilir yang
membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Kepala OPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Daerah
Kabupaten Ogan Ilir yang membidangi urusan komunikasi dan
informatika.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya,
Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk
apapun, Firma, Kongsi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan,
Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi
yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya.
Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau
penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat,
tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio,
atau sistem elektromagnetik lainnya.

Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah
bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas
tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi
dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum
yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh
berbagai simpul atau bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi,
desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang
menempatkan perangkat telekomunikasi dengan ketinggian tertentu.
Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara
bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.

9. Site audit menara telekomunikasi adalah serangkaian prosedur teknis

dalam mengenali, mengidentifikasi, dan menguji secara detail informasi
dan fakta yang ada di lapangan atas keberadaan menara telekomunikasi

10. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik

spesifik.

11. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta

segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

Zona Menara adalah zona yang diperbolehkan terdapat menara
telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara
yang disyaratkan untuk bebas visual.

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan di luar kawasan
lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan
perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat
tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung
kehidupan dan penghidupan.

Kawasan bukan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di
luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun
pedesaan yang fungsinya bukan sebagai lingkungan tempat tinggal atau
lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung
perikehidupan dan penghidupan.

Tim Teknis Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang
selanjutnya disebut Tim Pengawasan dan Pengendalian adalah Tim
Teknis yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melaksanakan
Pengawasan dan Pengendalian terhadap Menara Telekomunikasi.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau pemanfaatan lainnya yang
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi selanjutnya disebut
Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atau
pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, pelayanan di bidang
pengawasan dan pengendalian baik ditinjau dari aspek tata ruang,
keamanan dan kepentingan umum yang besaran nilai retribusi
dikaitkan dengan pengawasan dan pengendalian menara
telekomunikasi.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
Perundang-undangan  retribusi  diwajibkan untuk  melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi
tertentu.

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari
Pemerintah Kabupaten.

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut
SPORD.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah surat yang
oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat
pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat
SKRD adalah surat ketetapan restribusi yang menentukan besarnya
pokok retribusi yang terutang.
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25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda.

26.Surat Ketetapan Restribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

27.Kas Daerah adalah tempat penyimpan uang Daerah yang ditentukan
oleh Bupati untuk menampug seluruh penerimaan Daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

28.Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai
penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan
Retribusi.

29. Pemeriksaan  adalah  serangkaian  kegiatan untuk  mencari,
mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah untuk
tyjuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
Perundang-undangan Retribusi Daerah.

30. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan yang
menjadi dasar hukumnya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut
retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, pelayanan
dibidang pengawasan dan pengendalian baik ditinjau dari aspek tata ruang,
keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara
telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan
dan kepentingan umum.

(2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah :

a. Menara Telekomunikasi yang digunakan untuk kepentingan
pertahanan, keamanan dan ketertiban;

b. Menara Telekomunikasi yang dibangun dengan menggunakan dana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah;




c. Menara Telekomunikasi yang dibangun semata-mata untuk
kepentingan non komersial bukan untuk mendapatkan kentungan.

Pasal 4

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan
ruang untuk pendirian / pembangunan menara telekomunikasi.

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan Wajib
Retribusi.

BAB 111
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan ke dalam jenis
Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan pelayanan pengawasan dan
pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan
kepentingan umum.

BAB V
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI
Pasal 7

(1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi
ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas
pengendalian atas pelayanan pengawasan dan pengendalian menara
telekomunikasi.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pelayanan
pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dengan
memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan setiap tahun dengan
rumus sebagai berikut :
Retribusi = Hasil Perkalian Indeks x Tarif Retribusi

(2) Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan frekuensi Pengawasan dan Pengendalian Menara
Telekomunikasi dalam 1 (satu) tahun.
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(3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Biaya
Operasional Pengawasan Menara sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu Juta
Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

(4) Variabel penghitungan menara terdiri atas :

a. Variabel I, terdiri dari Zona Menara Berdasarkan Fungsi Kawasan :

No. | Fungsi Kawasan Indeks

KAWASAN LINDUNG 2
1 |Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap 0,9

kawasan dibawahnya
2 | Kawasan Perlindungan Setempat 1,1

KAWASAN BUDIDAYA 8
1 | Kawasan Peruntukan Hutan Produksi 0,9
2 | Kawasan Peruntukan Pertanian 0,9
3 | Kawasan Peruntukan Perikanan 0,9
4 | Kawasan Peruntukan Pertambangan 0,9
S | Kawasan Peruntukan Industri 1
6 | Kawasan Peruntukan Pariwisata 0,9
7 | Kawasan Peruntukan Pemukiman 1,5
8 | Kawasan Peruntukan Khusus 1

b. Variabel II, terdiri dari Jenis Menara berdasarkan struktur dan
ketinggian :

No. Variabel Indeks
A | MANDIRI 0,75

1. Ketinggian di atas 60 M 0,5
2. Ketinggian di bawah 60 M 0,25
B | TEREGANG 1,25
1. Ketinggian di atas 60 M 0,75
2. Ketinggian di bawah 60 M 0,5
C | TUNGGAL 1,5
1. Ketinggian di atas 60 M 0,9
2. Ketinggian di bawah 60 M 0,6
D | KAMUFLASE DAN ROOF TOP 0,5
c. Variabel III :

No. Variabel Indeks
1 | Menara 1 Provider 1,2
2 | Menara bersama 2 Provider 1
3 | Menara bersama lebih 2 Provider 0,8

(5) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan
biaya untuk menutup sebagian biaya yang berkaitan langsung dengan
penyelenggaraan pelayanan Pengawasan dan Pengendalian menara
telekomunikasi, dengan komponen terdiri dari Biaya Transportasi dan
Akomodasi.

(6) Satuan harga untuk Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) ditetapkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang
Standar Harga Satuan dan Biaya.
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BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 9

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
Masa Retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

(1)
(2)

(4)

(5)

BAB IX
PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI
Pasal 11

Peninjauan kembali tarif retribusi menara telekomunikas dilakukan
paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian.

BAB X
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 12

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Bentuk dan isi SKRD atau dpkumen lain yang dipersamakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang
terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan SKRD.

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
didahului dengan Surat Teguran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan
Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan
Pembayaran.
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Pasal 13

(1) Retribusi terutang terhitung pada saat wajib retribusi memperoleh
pemanfaatan dan fasilitas pelayanan dari Pemerintah Daerah

(2) Jumlah retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau
tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan
menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil
Retribusi harus disetor ke Kas Daerah Paling lambat 1 x 24 jam atau
dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 15

(1) Wajib retribusi harus membayar seluruh retribusi yang terutang secara
tunai/lunas paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Retribusi
setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan
persetujuan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada
Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran
Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran tempat
pembayaran, angsuran, dan penundaah pembayaran Retribusi diatur dalam
Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan
Pasal 17

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanaj
kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan
pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Bagian Keempat
Keberatan
Pasal 18

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau
pejabat yang ditunjuk.
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(2)
(3)

(4)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus digjukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali Jika Wajib Retribusi dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan
wajib Retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan
pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan
yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya
atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang
terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat

(1)

dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen} sebulan untuk paling lama 12
(dua belas) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X1
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 21

Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan
Retribusi.
Pemberian = keringanan dan pengurangan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib
Retribusi.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian
pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dalam Peraturan
Bupati.
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(2)

(3)

(4)

()

(7)

(2)

(3)

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAAN RETRIBUSI
Pasal 23

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suaty keputusan, permohonan
pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu wutang Retribusi
tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebgaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah
lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran
Retribusi.

Ketentuan lebih lanjut mrngenai tata cara pengembalian kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 24

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah

melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya

retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang

Retribusi.

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh jika :

a. Diterbitkan Surat Teguran; atau

b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung
maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal

diterimanya Surat Teguran tersebut.

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya

menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya

kepada Pemerintah Daerah.
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(5) Pengakuan wutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan
keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 25

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang
sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi
yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
PEMERIKSAAN
Pasal 27

(1) Bupati berwenangn melakuhkan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Rteribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan
Perundang-undangan Retribusi.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :

a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan
yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan/atau

C. Memberikan keterangan yang diperlukan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Retribusi diatur
dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
ISENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 29

(1) Instansi yang malaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi isentif
atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian isentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan
isentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Bupati.




Pasal 30
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya

pada tanggal, 3 Apsl 2018

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

M. ILYAS PANJI ALAM
Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 9 Apil 2018
SEKRETARIS DAERAH,

dto.

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN QOGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR 2§

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN IL

ARDHA MUNIR, SH., M.Si.
NIP. 19631111 198503 1 007




